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Oktarina Albizzia

IMPLEMENTASI OTONOMI DESA DALAM
MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Oleh : Sugivanto

ABSTRACT

Essenticlly village of autonomous is to arrange and manage

the own household, which together turn up with village formed,
in the borders, concern in the form of is not vet arranged by
central government into fill living need and livelihood commu-
nity unit the person. For into realize village which autonomous,
is to deveice community who want competitive capacity required
in to village economic growth.

PENDAHULUAN

Desa berdasarkan UU No. 5/1979 ternyata tidak memiliki otonomi,
sebab UU No. 5/1979 menyiratkan bahwa desa di Indonesia dikondisikan
seragam dalam bentuknya, seragam esensinya, seragam usahanya dan seragam
pula dalam tugas dan cara kerjanya. Yang dipentingkan dalam sasanti Bhinneka
Tunggal lka adalah “tunggal” sesuai dengan bentuk Republik Indonesia sebagai
negara kesatuan, sehingga istilah kesatuan diterjemahkan menjadi Unifornity
(keseragaman) dan bukan (Persatuan ) Unity. ( Selo Sumardjan, 2000 : 1).

Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah
ternyata ada konsideran yang terkait terhadap otonomi desa, sebab menurut
UU No. 22/1999 desa tidak lagi di bawah camat tetapi desa berada di bawah
bupati. Situasi tersebut senantiasa dapat memberi akses vang luas dalam
penyelenggaraan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

UU No. 22/1999 ternyata membuka gembok terbelenggunya pikiran
cerdas aparat desa dan masyarakat desa yang selama berlakunya UU No. 5/
1979 menjadi beku, sehingga aspirasi tidak dapat disalurkan dalam penguatan
pemberdayaan masyarakai. Berkait dengan hal tersebut UU No. 22,/1999
sekiranya mampu menjadi pencerahan terhadap keinginan daerah dan desa
untuk menentukan sikap pilihan vaitu diberi kebebasan dan kewenangan
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Sugiyanto

enaga daerah include di
nwa serta melaksanakan
bagai top manajer pada
ng dan memfasilitasi
partisipasi dalam proses
unan dan kegiatan sosial

rtanyaan yang mendasar
am mewujudkan pember-

iakan dewasa ini, pada
aik. Dalam proses menuju
nahan/perubahan pada
ilah Bahasa Jawa yang
m adat Jawa. Kendatipun
ima dan lazim digunakan
jetahuan dan perundang-

:64) mendefinisikan desa
, yang ditumbuhkan oleh
wral yang terdapat di situ
gan daerah lainnya. Dari
y ) mendefinisikan bahwa
rsama sebanyak beberapa
banyakan yang termasuk
lingga usaha-usaha yang
‘dan kehendak alam dan
atan keluarga yang rapat,

nti “Inlandsche Gemeenle
dahulu, yang tidak hanya
kup satuan-satuan seperti
agari, marga dan lain-lain.
k menganut dan mengurus
m disebut dengan otonomi
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Otonomi desa pada hakekatnya tumbuh dari dalam masyarakat yang isinya
seakan-akan tak terbatas, fleksibel, elastis, diperoleh secara tradisional,
bersumber pada hukum adat yang berlaku, lebih bersifat nyata dan material,
bobotnya di wilayah perkotaan (Urban) semakin ringan.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh desa otonom, dalam arti dapat
melakukan tindakan-tindakan hukum adalah:

1. Melakukan keputusan atau memuat peraturan yang dapat
mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut
penyelenggaraan rumah tangga.

Menjalankan pemerintahan desa.

Memilih kepala desa.

Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.

Memiliki tanah sendiri

Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri

Menyusun APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Desa)

Menyelenggarakan peradilan desa

Menyelenggarakan usaha lainnya, demi kesejahteraan masyarakat desa.

D O B G 9

©

Dalam hal unsur otonomi desa yang penting adalah sebagai berikut:
Adat tertentu yang mengikat masyarakat (di) desa yang bersangkutan.
Tanah, Pusaka dan Kekayaan desa
Sumber-sumber pendapatan desa
Urusan rumah tangga desa
Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa
yang bersangkutan
Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang
penyelenggaraan urusan rumah tangga desa menangani fungsi-fungsi
mengatur.
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o

Dalam perjalanan sejarah, terdapat perubahan-perubahan bobot otonomi
desa sedemikian rupa sehingga pada suatu waktu bisa diketemukan satuan-
satuan masyarakat yang tidak lagi memenuhi seluruh atau sebagian unsur-
unsur otonomi desa atau dengan kata lain seluruh atau sebagian hak dan
kewajiban sebagai masyarakat hukum adat tidak lagi berfungsi, pada umumnya
hal itu terjadi karena:

1. Penduduk desa semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat
mana yang dapat berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini (cukup)
diselenggarakan oleh desa, oleh satu dan lain alasan berdasarkan ketentuan
yang lebih tinggi, diselenggarakan oleh pemerintah lebih atas.
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Sugiyanto

sar. sehingga diperlukan
= masyarakat desa yang
finggi.

h oleh pemerintah yang

san pemerintah desa di
encanaan Strategis yang

n rupa sehingga terbuka
masyarakat (Community

development) sehingga
3 terpenuhi.

Shabbirdan Dennis A.
Development (1983, 7)”
) terletak pada fungsinya
ktif masyarakat menurut
ngkutan. Desentralisasi
>mokrasi.

)gan antara pemerintah
>merintah desa hubungan
2 desa dengan masyarakat
vant and Louise G White
Third Word (1982, 10),
tomatically be benefits is
as the resolution of con-
. The only way to have a
a locative decisions is for
at influence to raise their

bersifat nrimo atau dibuat
uktur supra pada system
nsitif aktif, responsif dan
at lebih ringan dan tidak
adil ke dalam masyarakat,
Costa Rica, masyarakat di
dan proses penyusunan
rsifat represif.

ata-mata dalam arti politik,
pangan kerja dan karier
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pembinaan lapangan kerja di desa, meliputi penciptaan, differensiasi dan
profesionalisme lapangan kerja. Setiap masyarakat memiliki kesadaran
in-group dan out-group. Proses penyuluhan dan pelayanan terhadap
anggota masyarakat yang memiliki kesadaran in-group yang sama daripada
jika hal itu berlangsung di antara pihak yang memiliki kesadaran in-group
yang berbeda.

5. Operasionalisasi, asas desentralisasi pembangunan dalam rangka mengisi
hak kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangga desa,
basic needs digunakan sebagai sasaran awal pembangunan desa.

6. Sumber pembiayaan masyarakat desa
Desa diberi sumber tertentu yang sekitarnya menghasilkan manfaat untuk
kelancaran pembangunan desa dengan manajemen yang sehat

7. Viabilitas pengurusan rumah tangga desa erat terkait dengan posisi dan
perlakuan terhadap desa dalam perencanaan pembangunan nasional.

8. Konsep pemerataan perlu ditinjau kembali.

Operasionalisasi konsep pemerataan selama ini memberikan kesan,
pemerataan diartikan sebagai distribusi anggaran atau alokasi proyek.
Pemerataan seharusnya diartikan sebagai pemerataan kemampuan. Pro-
gram pembangunan nasional harus memberikan akses agar mampu
mengajar ketinggalan.

a. Struktur pemerintahan desa diperkuat dengan berkemampuan

seimbang dan berperilaku selaras.
b. Administrasi Desa perlu distandarisasi dan dirasionalkan.

Otonomi desa pada hakekatnya mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya desa, dengan batas-
batasnya berupa urusan yang belum diatur oleh pemerintah tingkat atasnya
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan
masyarakat bersangkutan.

Isi otonomi desa merupakan sisa dari urusan yang belum dilayani
oleh organisasi pemerintah tingkat atasnya dalam hal kepentingan lokal
masyarakat setempat. Konsekuensi logisnya, isi dari otonomi daerah dari waktu
ke waktu akan semakin mengecil (sejalan dengan pikiran Taliziduhu Ndraha),
karena pemerintah tingkat atasnya atau pemerintah supra desa memiliki
kecenderungan untuk mengatur lebih banyak urusan, terutama jika dikaitkan
dengan adanya “vested of inferested”.

Hubungan antara otonomi desa, pemerintah desa, dengan pemerintah
supra desa secara tepat digambarkan oleh ungkapan Jawa vaitu “Desa mawa
cara, Negara mawa tata, yang artinya kurang lebih yaitu desa mengatur atau
mempunyai aturan tentang kehidupan masyarakat, sedangkan negara menata
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